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Prakata

Kiranya tidak berkelebihan seraya mengucapkan puji syukur kehadirat 
Allah Subhanahu wa Ta’ala, Alhamdulillah, segala puji dan puja 

disampaikan kepadaNya atas limpahan rahmat dan karunia serta kesehatan, 
akhirnya terselesaikan penyusunan dan penulisan buku berjudul: ”Sistem 
Hukum Perdata Tertulis Indonesia: Pengantar Konseptual, Sistematik, dan 
Dinamika Perkembangannya”. Demikian juga, Ya Allah, limpahkanlah 
shalawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Muhammad Shallallāhu 
‘Alaihi Wa Sallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang 
mengikuti mereka dengan baik dan istiqamah hingga hari akhir. Kehadiran 
buku ini sebagai bentuk komitmen menyuguhkan bahan referensi yang 
komprehensif, sistematis, dan mudah dipahami mahasiswa dan praktisi 
hukum lain terkait dengan salah satu kajian (pokok bahasan) pada mata 
kuliah Hukum Perdata (Indonesia).

Hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur 
hubungan keperdataan antar subjek hukum (perorangan) beserta akibat 
hukumnya sejak lahir sampai meninggal dunia. Apalagi yang akan dipelajari 
ini mengenai sejarah, politik dan perkembangan sistem hukum perdata 
tertulis yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek yang sama saat masih 
dipertahankan keberlakuannya. Sistem hukum perdata tertulis mana kita 
warisi dari era kolonial Hindia Belanda, dengan jejak pluralism hukum 
dan struktur hukum perdata yang diskriminatif, menuntut pemahaman 
yang bersifat konseptual, historis, sistematik, dan sekaligus kontekstual. 
Sistem hukum perdata tertulis pada waktu itu dibangun berdasarkan 
pembagian golongan penduduk (Indeling der Bevolking), yang terdiri atas 
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orang-orang Eropa (Europeanen); Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) 
seperti bangsa Tionghoa, Arab, dan India; dan pribumi/bumiputera 
(Inlandes), akibatnya melahirkan plural legal system, yakni menciptakan 
struktur pluralisme hukum perdata kolonial: hukum perdata Barat/Eropa, 
hukum perdata adat, dan hukum perdata Islam, bahkan dengan wadah 
peradilan yang berbeda jika terjadi sengketa keperdataan. Pluralisme 
hukum perdata kolonial pada waktu itu uga diwarnai dengan mekanisme 
penundukan diri terhadap hukum Eropa (onderwerping aan het Europees 
burgerlijk recht), sehingga pada akhirnya hukum perdata Eropa yang 
mendominasi dalam sistem hukum perdata Indonesia. Ulasan mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan sejarah dan politik hukum perdata tertulis 
(Indonesia) beserta dengan dinamika perkembangannya tersebut, dari 
sejak zaman kolonial hingga dewasa ini akan disajikan dalam buku ini.

Melalui buku ini akan dikaji hal-hal yang berkaitan dengan konseptual, 
sistematik, dan sejarah perkembangan sistem hukum perdata Indonesia. 
Buku ini terbagi atas lima bab. Diawali bab pertama, buku ini mengulas 
konsep dasar dan pengantar konseptual hukum perdata, yang meliputi 
istilah, pengertian, dan pembedaannya. Kemudian bab kedua dari buku 
ini, menguraikan mengenai sumber-sumber hukum perdata tertulis 
Indonesia dan pembidangan serta sistematika hukum perdata dari 
berbagai negara. Berikutnya, dalam bab ketiga dibahas secara mendalam 
mengenai politik hukum perdata di era kolonial, termasuk politik perluasan 
memberlakukan hukum perdata tertulis Eropa kepada orang-orang diluar 
Eropa, baik secara paksa maupun sukarela melalui lembaga penundukan 
diri, yang pada akhirnya melahirkan plural legal system bidang hukum 
perdata. Bab selanjutnya, yakni bab keempat, dibahas secara mendalam 
sejarah dan dinamika perkembangan sistem hukum perdata Indonesia 
sejak zaman Hindia Belanda hingga Indonesia merdeka dengan segala 
perkembangannya, termasuk tentang kedudukan Burgerlijk Wetboek 
sebagai kodifikasi hukum sesudah Indonesia merdeka dan transformasinya 
dalam sistem hukum perdata nasional. Selanjutnya bab terakhir, yakni 
bab kelima, menguraikan berbagai hasil upaya pembaharuan hukum 
perdata dalam forum ilmiah sebagai ikhtiar mewujudkan kodifikasi 
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dan unifikasi hukum perdata nasional dalam konteks ke-Indonesia-an 
yang ber-bhinneka (berbeda, majemuk, beragam) dalam bingkai negara 
kesatuan dan satu komunitas kebangsaan berdasarkan pada nilai-nilai 
Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
serta tidak menghilangkan keragaman sosial budaya dan agama serta 
kearifan lokal.

Demikian sesuai dengan bunyi pepatah: ”tak ada gading yang tak 
retak”, bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar sempurna, di mana setiap 
manusia dan karyanya masih memiliki keterbatasan, sehingga penulisan 
buku ini jauh dari sempurnanya, dan lebih banyak kekurangannya. 
Untuk itu dengan kerendahan hati, segala kritik dan saran yang bersifat 
konstruktif dari berbagai kalangan akademisi, praktisi, mahasiswa hukum 
dan pembaca lainnya amat diperlukan guna penyempurnaan buku ini 
maupun buku lainnya di kemudian hari.

Akhir disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-
tinggi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, 
dan menjadi inspirator dalam penulisan buku ini, terlebih lagi kepada 
Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Lambung, ditambah rekan sejawat dan sahabat akademik, 
diantaranya Bapak Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. H. 
Mispansyah, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan pandangan 
ilmiah yang amat berarti dalam dan selama penulisan buku ini. Demikian 
secara khusus kepada pihak penerbit dan tim editorial dari penerbit 
Literasi Nusantara Abadi Grup, yang amat membantu menyempurnakan 
naskah ini hingga dapat diterbitkan. Harapan saya, kehadiran buku ini, 
setidaknya dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kemajuan dan 
pengembangan keilmuan hukum perdata pada umumnya serta membantu 
mahasiswa dalam memperdalam wawasan mereka tentang sistem hukum 
perdata di Indonesia dengan segala perspektifnya, yang dipaparkan secara 
sistematis, komprehensif dan mudah dipahami setiap pembacanya, 
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terutama kalangan mahasiswa hukum. Sekali lagi, kehadiran buku ini 
dapat bermanfaat bagi kita semuanya sebagai pembacanya.

Banjarmasin, 2 Januari 2026 Masehi/13 Rajab 1446 Hijriah

Penulis

Rachmadi Usman
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BAB 1
Pengertian dan Pembagian 
Hukum Perdata

A.	 Istilah dan Pengertian Hukum Perdata

Istilah ﻿hukum ﻿perdata pertama kali diperkenankan oleh Djojodiguno 
sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht pada masa pendudukan Jepang. 
Selain itu, sinonim hukum perdata adalah civielrecht dan privatrecht.1 
Memang ada juga yang memakai perkataan “﻿hukum sipil” untuk ﻿hukum 
﻿perdata itu, tetapi karena perkataan ”sipil” itu juga lazim dipakai sebagai 
lawan dari ”militer”, maka lebih baik memakai istilah ”hukum perdata”.2

Kata perdata berasal dari kata pradoto (bahasa Jawa kuno) yang berarti 
bertengkar atau berselisih, sehingga secara letterlijk dapat dikatakan bahwa 
hukum perdata berarti hukum pertengkaran atau hukum perselisihan.3

Istilah hukum perdata secara bersamaan dengan istilah hukum dagang 
disebutkan dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara Republik 
Indonesia (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan 

1
	 Salim HS. 2002. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

2
	 Subekti. 1979. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, hlm. 9. 

3
	 Djaja S. Meliala. 2012. Hukum Perdata dalam Perspektif BW. Bandung: Nuasa Aulia, hlm. 1. 

1



2 SISTEM HUKUM PERDATA TERTULIS INDONESIA

Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-
Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Sementara Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
56; selanjutnya disebut UUDS 1950) yang memerintahkan mengadakan 
kodifikasi hukum sebagai politik hukum negara Republik Indonesia. Pasal 
102 UUD 1950 menyebutkan:

Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum 
pidana militer, hukum atjara perdata dan hukum atjara pidana, susunan 
dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-
kitab hukum ketjuali djika pengundang-undang menganggap perlu untuk 
mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.

Berbeda dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Keputusan 
Presiden Nomor 48 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 3; selanjutnya disebut K-RIS 1949) menggunakan 
istilah hukum sipil sebagai padanan istilah hukum perdata. Hal mana 
dapat ditemukan dalam Lampiran K-RIS 1949 tentang pokok-pokok 
penyelenggaraan pemerintahan jang dibebankan kepada Republik 
Indonesia Serikat. Menurut Lampiran K-RIS 1949 tersebut terdapat 
urusan pemerintahan federal, diantaranya menyebutkan pengaturan 
asas-asas-pokok hukum sipil antarnegara dan hukum antargolongan 
dan pengaturan hukum sipil dan hukum dagang, sekadar hal itu masuk 
bilangan untuk diatur dari pusat, baik karena kepentingan sosial umum 
atau karena alasan-alasan ekonomi, maupun karena artinya yang khusus 
untuk bagian-bagian penduduk yang penting yang sebagai demikian tidak 
masuk kewargaan sesuatu daerah-bagian.

Dari pendapat ahli hukum, seperti L.J. van Apeldoorn, E.M. Meijers, 
H.J. Hamaker, H. Krabbe, Huart, dan Asser Scholten pada dasarnya 
hukum perdata itu adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur 
kepentingan atau tingkah laku orang seorang (bijzondere belangen) 
sebagai anggota masyarakat; dibedakan dengan hukum publik adalah 
peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan umum atau 



BAB 2
Sumber dan Pembidangan Hukum 
Perdata Tertulis

A.	 Sumber-sumber Hukum Sistem Hukum 
Perdata Indonesia

Sumber ﻿hukum dapat diartikan tempat di mana kita menemukan 
aturan dan norma ﻿hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai 
﻿hukum. Lazimnya kita membedakan sumber ﻿hukum itu dalam beberapa 
pengertian, diantaranya dibedakan sumber ﻿hukum materiil dan sumber 
﻿hukum formal. Ada juga membedakan sumber ﻿hukum itu atas sumber 
﻿hukum yang besifat ﻿hukum dan sumber ﻿hukum yang bersifat sosial.

Mengingat ”undang-undang” itu tidaklah lengkap, walaupun bagi 
hakim memang sumber hukum yang penting, tapi masih ada lagi yang 
lain. Bahkan hakim dapat dan boleh juga mendapatkan aturan-aturan 
dari perjanjian internasional, dari kebiasaan (hukum kebiasaan), dari 
keputusan hakim lain (yurisprudensi). Inilah yang dinamakan dengan 
sumber hukum dalam arti formal.29 Ini dibedakan artinya dari sumber 

29
	 Ibid. 
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18 SISTEM HUKUM PERDATA TERTULIS INDONESIA

hukum dalam arti materiil, yang ada hubungannya dengan asal usul isi 
hukum yang berlaku. Sumber hukum materiil ini adalah faktor-faktor 
masyarakat yang akan mempengaruhi pembentukan hukum, baik 
terhadap pembentuk undang-undang, hakim, dan lainnya, misalnya 
hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, 
tradisi, pendapat umum, perkembangan internasional, dan keadaan 
geografis. Bilamana suatu aturan hukum dimuat dalam suatu sumber 
hukum formal, maka aturan itu adalah formal, dalam arti lepas dari isinya 
dan diakui sebagai aturan hukum yang mengikat. Aturan semacam ini 
dianggap berisi hukum yang berlaku. Secara umum orang menerima 
sebagai sumber hukum formal itu adalah kebiasaan, undang-undang, 
yurisprudensi dan perjanjian.30

Sumber hukum dalam arti formal dapat dibedakan atas sumber-
sumber hukum dalam arti formal yang tertulis dan sumber-sumber 
hukum dalam arti formal yang tidak tertulis. Sumber-sumber hukum 
dalam arti formal yang tertulis meliputi undang-undang, traktat, dan 
putusan hakim (yurisprudensi); sedangkan sumber hukum dalam arti 
formal yang tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum kebiasaan.31 
Lengkapnya perkembangan terakhir menyebutkan sumber-sumber 
hukum formal tersebut meliputi: undang-undang, kebiasaan, traktat, 
yurisprudensi, doktrin, dan hukum agama.32

Terkait dengan sumber-sumber hukum perdata, H.F.A. Vollmar 
menyebutkan bahwa hukum perdata itu bersumber pada undang-undang 
(kitab undang-undang), kebiasaan (hukum tidak tertulis), perjanjian-
perjanjian (verdrag/tractaat), keputusan-keputusan pengadilan (arrest-
arrest).33

30
	 N.E. Algra dan K. Van Duyvendijk. 1991. Rechtsaanvang (Pengantar Ilmu Hukum), 

diterjemahkan J.C.T. Simorangkir dan diedit Boerhananoeddin Soetan Batoeah. Bandung: 

Binacipta, hlm. 16-17. 

31
	 Dedi Soemardi. 1986. Sumber-sumber Hukum Positip. Bandung: Alumni, hlm. 15-70. 

32
	 Ahmad Ali. 2008. Menguak Tabir Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 86. 

33
	 H.F.A. Vollmar. Op.Cit., hlm. 13-17. 



BAB 3
Keberadaan Sistem Hukum 
Perdata pada Zaman Hindia 
Belanda

A.	 Politik Hukum Pembagian Golongan Penduduk 
Hindia Belanda

Di dalam peraturan ﻿kolonial pada tiga periodisasi hukum﻿ ﻿kolonial di 
Hindia Belanda terdapat satu kesamaan ﻿politik hukum﻿, yaitu pembagian 
penduduk ke dalam beberapa golongan. Tujuan dari pembagian ini 
adalah untuk menentukan hukum﻿ apa yang berlaku bagi masing-masing 
golongan.45

Politik hukum Hindia Belanda telah membagi penduduk atas beberapa 
golongan. Awalnya pembagian golongan penduduk Hindia Belanda ini 
ditetapkan dalam Peraturan Umum Mengenai Perundang-Undangan 
Untuk Indonesia (Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie, 
Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, diumumkan secara resmi pada 
45

	 C.F.G. Sunaryati Hartono, et.al. 2015. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan 

Peninggalan Kolonial Belanda. Jakarta: ﻿Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 14. 
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54 SISTEM HUKUM PERDATA TERTULIS INDONESIA

tanggal 30 April 1847. AB membedakan penduduk Hindia Belanda atas 
kaulanegara Belanda dan orang asing. Menurut Pasal 4 AB, kaulanegara 
Belanda dibedakan atas dua golongan, yaitu: orang Eropa dan orang 
Bumiputera; atau atas empat golongan, yaitu: orang Eropa, orang yang 
dipersamakan dengan orang Eropa, orang Bumiputera dan orang yang 
dipersamakan dengan orang Bumiputera. Adapun mereka yang tidak 
termasuk sebagai kaulanegara Belanda disebut dengan orang asing.

Dalam AB tidak dijelaskan siapa orang Eropa dan orang Bumiputera 
itu, namun sebagai ukurannya dipakai agama mereka. Mereka yang 
beragama Kristen dipersamaan dengan orang Eropa, bahkan orang 
Indonesia yang menganut agama Kristen dimasukkan dalam golongan 
yang dipersamakan dengan orang Eropa. Juga orang Tionghoa, Arab dan 
India, yang beragama Kristen, termasuk golongan yang dipersamakan 
dengan orang Eropa. Selain itu, semua orang yang tidak beragama Kristen 
dipersamakan dengan orang Bumiputera. Namun dalam praktiknya 
berdasarkan peraturan yang berlaku pada waktu itu, orang Indonesia 
Kristen tetap dianggap sebagai orang Bumiputera dan tidak dimasukkan 
dalam golongan yang dipersamakan dengan orang Eropa.46

Saat ditetapkannya Peraturan tentang Kebijaksanaan Pemerintahan 
di Hindia Belanda (Reglement op het beleid der Regering van Nederlands 
Indie, Staatsblad Tahun 1855 Nomor 2; selanjutnya disebut RR) pada tahun 
1854, ketentuan penggolongan penduduk Hindia Belanda yang terdapat 
dalam AB diambil alih dan dilanjutkan. Pembagian golongan penduduk 
Hindia Belanda tetap sama seperti yang diatur dalam Pasal 109 RR, terdiri 
atas orang Eropa dan golongan lainnya (Bumiputera).

Juga Pasal 109 RR, pangkalannya ialah pembedaan pokok antara 
orang Eropa dan Bumiputera. Juga mereka yang bukan orang Eropa 
atau Bumiputera, dipersamakan atau dengan orang Eropa atau dengan 
Bumiputera. Berbeda dengan AB, untuk golongan-golongan itu agama 
tidak lagi dipakai sebagai satu-satunya ukuran. Karena orang Indonesia 

46
	 R. Soepomo. 2004. Sistem hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II. Jakarta: Pradnya 

Paramita, hlm. 24.



BAB 4
Sejarah dan Perkembangan 
Sistem Hukum Perdata Indonesia

A.	 Sejarah Kodifikasi Hukum Perdata Belanda

Kebanyakan negara di dunia saat mengikuti salah satu dari dua tradisi 
hukum﻿: common law dan civil law. Tradisi common law lahir di Inggeris 
selama abad pertengahan dan berkembang dalam koloni-koloni Inggeris 
di seluruh benua. Tradisi civil law dikembangkan di benua Eropa﻿ pada 
saat yang sama dan diperkembangkan dalam koloni-koloni Eropa﻿. Civil 
law system juga diadopsi pada abad ke-19 dan ke-20 oleh negara-negara 
yang sebelumnya memiliki karakter tradisi hukum﻿ khas, seperti Rusia dan 
Jepang, yang berusaha untuk mereformasi sistem hukumnya.71 Lahirnya 
civil law system ini tidak terlepas dari ﻿perkembangan hukum﻿ Romawi yang 
menjadi rujukan dalam pengembangan tradisi civil law.

Tradisi civil law system, yang juga disebut tradisi hukum Eropa 
Kontinental, yang merupakan tradisi hukum yang paling tua dan paling 

71
	 The Robbins Collection. 2010. ”The Common Law And Civil Law Traditions”, <https://

www.law.berkeley.edu/library/robbins/pdf/CommonLawCivilLawTraditions.pdf.>, diunduh 16 

Agustus 2016, hlm. 1.
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78 SISTEM HUKUM PERDATA TERTULIS INDONESIA

banyak pengaruhnya serta meluas dipergunakan di dunia ini. Tradisi ini 
mengambil sebagai dasarnya adalah hukum Romawi, yang kemudian 
terpecah menjadi dua kutub, yaitu kutub hukum Romawi Jerman, yang 
dianut oleh negara Jerman, dan tradisi hukum Romawi Perancis, yang 
dianut oleh sebagian besar negara Eropa beserta jajahannya dan karenanya 
juga Indonesia sebagai negara bekas jajahannya.72

Pengembangan hukum Romawi ini didasarkan pada ”Undang-
Undang Dua Belas Pasal” (The Twelve Tables) yang diberlakukan di Roma 
pada tahun 450 Sebelum Masehi. Undang-Undang Belas Pasal ini tidak 
hanya mengatur masalah hukum perdata saja, melainkan mengatur bidang 
hukum lainnya, seperti hukum publik dan hukum agama.73 Namun dalam 
perkembangannya akar dari tradisi hukum Eropa Kontinental yang cukup 
signifikan diambil dari Kompilasi Hukum Romawi “Justinian” (Codex 
Justinianus) yang pertama kali diterbitkan pada tahun 529 Masehi dan 
dalam edisi revisi pada tahun 534 Masehi, yang berisikan nasihat hukum 
dan keputusan yang dikeluarkan oleh para pendahulu dan Kaisar Justinian 
sendiri.74

Codex Justinianus ini dinamakan juga dengan Corpus Iuris Civilis 
ditetapkan oleh Kekaisaran Romawi Timur Justinian seiring dengan 
berakhir Kekaisaran Romawi Barat. Corpus Iuris Civilis merupakan 
kompilasi hukum kebiasaan dan penyelesaian kasus-kasus hukum yang 
terjadi di kekaisaran Romawi Barat, yang merupakan kodifikasi hukum 
perdata yang pertama di dunia. Isinya terdiri empat bagian, yang meliputi: 
(1) Justinian’s Institutes, yang berisikan batasan lembaga-lembaga Romawi; 
(2) Justinian’s Digest/Pandectae, yang berisikan kompilasi tulisan para 
ahli hukum (orang-orang yang mengajar hukum, memberikan pendapat 
hukum, hukum yang disarankan pihak dan hakim, yang berasal dari akhir 

72
	 Munir Fuady. 2005. Perbandingan Hukum Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

73
	 The Robbins Collection. 2007. ’Roman Legal Tradition and the Compilation of Justinian”, 

dalam <https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/pdf/RomanLegalTradition.pdf.., diunduh 

16 Agustus 2016, hlm. 1 dan Munir Fuady. Loc.Cit.
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BAB 5
Upaya Pembaharuan Hukum 
Perdata Nasional

A.	 Pembentukan Badan﻿ Pembinaan Hukum Nasional

Gagasan perlunya suatu panitia negara ﻿pembinaan ﻿hukum﻿ ﻿nasional 
diprakarsai oleh Perhimpunan Ahli Hukum Indonesia dan Ikatan Sarjana 
Hukum Indonesia yang mengusulkan kepada pemerintah dengan suratnya 
Nomor 4/PAHI/56 dan Nomor 20/ISHI/56 tertanggal 17 April 1956 
(yang kemudian berfusi menjadi Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia 
(PERSAHI)), surat mana ditujukan kepada Perdana Menteri, yaitu 
membentuk suatu panitia negara ﻿pembinaan ﻿hukum﻿ ﻿nasional langsung 
di bawah Perdana Menteri. Panitia tersebut pada asasnya diberikan tugas 
seluas-luasnya, yakni ﻿pembinaan ﻿hukum﻿ ﻿nasional. Setidaknya dari saat 
itu dapat dimulai dengan meletakkan dasar-dasarnya kea rah usaha 
﻿pembinaan hukum nasional secara sistematis dan berencana.118
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	 Makmoen Soelaiman. 1983. ”Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Hukum 

Nasional (Khususnya yang Dilakukan oleh LPHN/BPHN Selama Pelita II)”, dalam ﻿Badan 

Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II. Bandung: 

Binacipta, hlm. 4-5.
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Atas usul itu, awalnya dibentuk bernama Lembaga Pembinaan 
Hukum Nasional (LPHN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107 
Tahun 1958 tentang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (selanjutnya 
disebut Keppres No. 107/1958). Pembentukan LPHN didasarkan pada 
pertimbangan, bahwa tata hukum Indonesia selama masa kolonial 
mengalami pembelokan-pembelokan yang berliku-liku untuk memenuhi 
keperluan penguasa jajahan dan kaum penjajah itu sendiri. Dalam masa 
kolonial tersebut, keperluan hukum dan lembaga-lembaga hukum kaum 
kolonial dan mereka jang segolongan hukum dengan kaum penjajah itu 
jauh lebih diperhatikan dan dipelihara daripada keperluan hukum dan 
lembaga-lembaga hukum untuk kaum yang dijajah (bangsa Indonesia). 
Peraturan-peraturan hukum dari penguasa jajahan itu, meskipun 
dengan syarat, terpaksa dinyatakan masih berlaku hingga diganti oleh 
peraturan lain. Oleh karena itu, peninjauan kembali perundang-undangan 
masa kolonial secara sistematis dan terpimpin oleh suatu cita hukum 
nasional belumlah dimulai. Demikian pula perundang-undangan 
sejak kemerdekaan dilakukan oleh kementerian masing-masing yang 
bersangkutan, dan baik mengenai materi yang belum diatur maupun 
yang sudah diatur dahulu, karena harus mengejar keperluan sewaktu 
(temporer), tidak selalu dilakukan dalam rangka keseluruhan.

Selain itu, peraturan-peraturan hukum masa kolonial, yang sejak 
lama sudah tidak menunjukan gambaran yang terang dan yang ditulis 
dalam bahasa asing, perlu pada suatu waktu ditetapkan mana yang masih 
berlaku. Peninjauan kembali hukum yang sudah ada dan pembentukan 
hukum baru secara sistematis dan berencana untuk membangun suatu 
tata hukum yang mewujudkan cita hukum yang terkandung dalam 
UUD 1945 perlu segera mulai diselenggarakan. Pekerjaan-pekerjaan 
tersebut itu merupakan pembinaan hukum nasional yang tidak dapat 
semata-mata diserahkan kepada kementerian masing-masing, karena 
kementerian-kementerian dalam hal perundang-undangan masih 
tetap sibuk dengan melayani keperluan-keperluan sewaktu. Pekerjaan 
pembinaan hukum nasional itu harus dibebankan kepada suatu badan 
khusus, dan karena pembinaan hukum itu merupakan suatu upaya yang 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

﻿Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

﻿Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630).

﻿Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674).

﻿Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 63, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia 
Nomor 4634).

﻿Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas ﻿Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231).

﻿Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
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﻿Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas ﻿Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

﻿Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas ﻿Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

﻿Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan ﻿Peraturan 
Pemerintah Pengganti ﻿Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi ﻿Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

﻿Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas ﻿Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

﻿Peraturan Pemerintah Pengganti ﻿Undang-Undang

﻿Peraturan Pemerintah Pengganti ﻿Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas ﻿Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5882).

﻿Peraturan Pemerintah

﻿Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Berlakunya Segala 
Badan-badan Negara dan ﻿Peraturan-peraturan Yang Ada Sampai 
Berdirinya Negara Republik Indonesia (Berita Republik Indonesia 
Tahun 1 Nomor 1 Halaman 1 Kolom 1).
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﻿Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan ﻿Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

﻿Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 
Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3107).

﻿Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190).

﻿Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan 
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 
1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).

﻿Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan 
Atas ﻿Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).

﻿Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
﻿Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735).

﻿Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
﻿Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4736).

﻿Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4768).
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﻿Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
﻿Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
﻿Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5373).

﻿Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
﻿Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
﻿Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459).

﻿Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 
Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691).

﻿Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747).

﻿Peraturan Presiden

﻿Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 250).

﻿Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351).

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1958 tentang ﻿Lembaga Pembinaan 
Hukum Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1962 tentang Perubahan dan 
Penambahan Keputusan Presiden Nomor 194 Tahun 1961.
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Keputusan Presiden Nomor 282 Tahun 1964 tentang Menggayabarukan 
﻿Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 127/U/Kep/12/1966 
mengenai ganti nama WNI yang memakai nama Cina.

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi 
Departemen.

Firman Raja Nomor 1 Tahun 1846 tanggal 16 Mei 1846.

Firman Raja Nomor 60 tanggal 10 Pebruari 1847.

Instruksi Presiden

Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 
Desember 1966.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi 
Hukum Islam

﻿Peraturan Menteri

﻿Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 832).

Surat Edaran Menteri

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman 
Nomor Pemdes 51/13 dan Nomor J.A.2/2/5 perihal pelaksanaan 
Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 dan 
Instruksi Presidium Kabinet No. 31 /U/In/12/1966 tertanggal 28 
Januari 1967.

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 perihal Gagasan menganggap ﻿Burgerlijk 
Wetboek tidak sebagai Undang-undang.
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Surat Edaran Biro Peradilan Agama

Surat Edaran Biro Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor B/1/735 
tanggal 18 Pebruari 1958.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kodifikasi Hukum Perdata

Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB)/German Civil Code, diumumkan lagi 
pada tanggal 2 Januari 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), 
sebagaimana terakhir diubah oleh Pasal 1 ﻿Undang-Undang (des 
Gesetzes) tertanggal 17 Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 163).

Code civil des Français (Kode Sipil Prancis).

Family Code of the Russian Federation Nomor 223-FZ tanggal 29 Desember 
1995.

He Civil Code of the Russian Federation.

Het ﻿Burgerlijk Wetboek tahun 1911.

Nieuw ﻿Burgerlijk Wetboek (NBW)/Dutch Civil Code/Civil Code of the 
Netherlands.
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